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Legal Protection for Cadastral Surveyors Against Differences in Area of
Measurement Results with Area of Certificate of Land Rights at the Land
Office of Sidoarjo Regency

Perlindungan Hukum bagi Surveyor Kadastral terhadap Perbedaan Luas
Hasil Pengukuran dengan Luas Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

|. Pendahuluan

Kepemilikan atas bidang tanah oleh badan hukum atau seseorang harus bisa dibuktikan. Pembuktian kepemilikan
hak atas tanah dapat dilakukan dengan menunjukkan berbagai macam alat bukti, seperti Petok D, Letter C, Gogolan, Girik,
SK. Gubenuran, Hak Ulayat, Eigendom Verponding dan Erfpacht. Akan tetapi pembuktian yang terkuat atas Kepemilikan
bidang tanah di Indonesia adalah melalui Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). sebagaimana yang tercantum dalam Pasal
19 (2) huruf ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu sertipikat
sebagai alat pembuktian yang kuat, terdiri dari data fisik (Surat Ukur) dan data yuridis (Buku Tanah) yang termuat di
dalam sertipikat dianggap benar selama tidak terdapat pembuktian sebaliknya oleh alat bukti lain. Sebab Sistem
Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia menganut system Publikasi Positif. SHAT sebagai alat bukti harus dapat
memberikan jaminan kepastian terhadap hukum kepada Pemilik hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.[1]

Dasar dalam Penerbitan Data Fisik Pada Surat Ukur ialah berasal dari Gambar Ukur (DI1.307). Gambar Ukur
merupakan sebuah dokumen untuk mengimplementasikan gambar suatu bidangan tanah atau lebih beserta situasi sekitar
dengan memberikan data hasil kegiatan pengukuran berupa Azimuth, sudut dan jarak. Gambar Ukur (D1.307) dibuat
Surveyor Kadastaral bersamaan dengan kegiatan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan dengan memenuhi kaidah
kadastral dan yuridis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.[2]

Luas yang didapatkan dari perhitungan Spasial hasil Pengukuran merupakan akibat dari batas atau patok suatu
bidang tanah. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi pemilik bidang tanah dalam pemasangan dan pememelihara batas
yang telah ada ditujukan guna menghindari terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas bidang tanah dengan para
tetangga batas. [3] Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik bidang tanah dan para tetangga yang berbatasan,
dalam pemasangan patok batas harus disaksikan oleh perangkat atau pejabat yang mengetahui dan/atau memiliki data
pemilik bidang tanah yang berbatasan jika bidang tanah tersebut belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN),
oleh sebab itu sebelum melakukan pengukuran harus menjalankan asas kontradiktur delimitasi yang disaksikan oleh
Perangkat desa. [4]

Kesalahan adalah hal Thwal yang sulit dapat dihindari, termasuk oleh Surveyor Kadastral disaat melaksanakan
pengukuran bidang tanah juga bisa saja melakukan kesalahan, baik dari faktor internal pada saat proses pengukuran oleh
Surveyor Kadastral maupun karena faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kesalahan dalam kegiatan pengukuran.
Dampak dari kesalahan pada saat pengukuran ialah menyebabkan hasil dari kegiatan pengukuran itu menjadi kurang
maksimal dan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil perhitungan luas pada suatu bidang tanah. Luas hasil pengukuran
suatu bidang tanah merupakan salah satu komponen penting yang kepastiannya menjadi jaminan dalam Sertipikat,



sehingga masyarakat beranggapan bahwa luas yang terdapat pada sertipikat adalah luas yang valid dan tidak terdapat
kesalahan. Luas pada suatu bidang tanah sangat berarti saat dikaitkan dengan harga tanah karena berpengaruh pada nilai
jual tanah.[5]

Walaupun sudah mendapatkan Legalitas dalam peraturan perundang-undangan dalam penerbitan SHAT.[6]
Namun banyak sekali permasalahan timbul terkait proses Pendaftaran Tanah di Indonesia. Salah satu Permasalahan yang
sering muncul yaitu terdapat perbedaan luas yang tertuang pada Sertipikat dengan luas kenyataan di lapang yang diketahui
setelah dilaksanakannya kegiatan pengukuran dalam tahapan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.[7] Biasanya Kasus
terjadinya perbedaan luas hasil Pengukuran dengan luas yang tertulis dalam Sertipikat sering ditemui pada berkas
permohonan pengukuran ulang dan terjadi hampir di semua Kantah di Indonesia termasuk di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo.

Penyelesaian terhadap masalah perbedaan luas hasil pengukuran bidang tanah dengan luas pada Sertipikat perlu
dilaksanakan secara bijaksana. Maka dari itu, berdasarkan pada pemaparan yang sudah diuraikan diatas, artikel ini akan
membahas terkait Standard Operating Procedure dalam pelaksanaan pengukuran oleh Surveyor Kadaster kantor
pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dengan menganalisis factor penyebab terjadinya perbedaan luas dan upaya perlindungan
hukum terhadap Surveyor Kadaster kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang beriktikad baik dalam melaksanakan
tugasnya disaat mendapatkan kasus perbedaan luas tanah sebagai data yuridis dibandingkan dengan keadaan sebenarnya
di lapang.[8]

Rumusan masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Surveyor Kadastral terhadap Perbedaan Luas Hasil
Pengukuran dengan Luas Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo?
Pertanyaan penelitian: Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah membuat Kebijakan Terkait Perbedaan
Luas hasil pengukuran dengan Luas Pada Sertipikat?
Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 4 https://sdgs.un.org/goals/goal12

I1. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan
perundang-undangan (statue Approach), serta data Primer. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji yaitu Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


https://sdgs.un.org/goals/goal12

I11. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.
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